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PROFIL PERSAINGAN USAHA
DALAM INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Taufik Ariyanto
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

The Indonesian Banking industry is still in the recovery process, after severely
hitted by the economic crisis during 1998-1999. The process has been characterized
by restructuring and consolidation program, mainly through merger/acquitition
supported or endorsed by Bank of Indonesia. This article aims to describe the
competition profile of Indonesian banking Industry from the perspective of SCP
approach. It is shown that, the market concentration of Indonesian banking
industry still in the moderate level, although there is a strong indication of future
merger/acquitition, which in turn would significantly raise the market
concetration. The bank’s behaviour or conduct is best described by product and
services which are highly diversified and diffrentiated (arm lengths basis). Those
behaviour potentialy could violate the competition law, if there is a lack of
supervision and monitoring from the banking authorities. The performance
analysis show that there is no strong correlation between bank’s performance
and its size and capital. It means that the banking policy must consider all
perspectives of the banking stakeholder.
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PENDAHULUAN

Industri perbankan Indonesia masih
belum pulih sepenuhnya akibat
hantaman krisis ekonomi sejak per-
tengahan tahun 1998. Berbagai indikator
perbankan seperti Loan to Deposit Ratio
(LDR) mencapai 50-60% per tahun 2003
dan struktur dana pihak ketiga yang
masih didominasi oleh dana jangka
pendek seperti giro dan tabungan,
menunjukkan bahwa perbankan belum
dapat menjalankan fungsi utamanya
dalam sistem perekonomian, yaitu
fungsi intermediasi. Namun demikian,
seiring dengan program penyehatan

perbankan, secara lambat, industri
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perbankan mulai menunjukkan kinerja
yang meningkat dari posisi keter-
purukan selama krisis ekonomi,
walalupun belum mencapai tingkat
kinerja sebelum krisis.

Dalam rangka penyehatan serta
pemulihan industri perbankan nasional,
BI telah mengambil beberapa kebijakan
yang dianggap perlu. Beberapa
kebijakan tersebut diantaranya adalah
implementasi prinsip manajemen resiko
(sesuai dengan Bassel Accord), know your
customer principles serta yang terakhir
adalah diterbitkannya pakjan 2005.
Secara keseluruhan, berbagai kebijakan

tersebut dirangkai dalam satu program

95



Profil Persaingan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia (Taufik Ariyanto)

induk yang sering dikenal dengan istilah
Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
API tersebut diharapkan menjadi blue
print sekaligus acuan bagi struktur
industri perbankan Indonesia yang
dianggap ideal bagi BI.

Dari kacamata persaingan usaha,
implementasi berbagai kebijakan BI
dalam grand design Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) cenderung menimbul-
kan polemik. Upaya untuk menyehat-
kan atau memulihkan kondisi industri
perbankan versi API, nampaknya sama
dengan mendorong bank (terutama
bank menengah-kecil) untuk melakukan
merjer/akuisisi. Gelombang merjer/
akuisisi tersebut di satu sisi dapat
meningkatkan efisiensi sekaligus
penguatan konsolidasi perbankan,
namun di sisi lain dapat mengakibatkan
terjadinya pemusatan konsentrasi
pangsa pasar pada sekelompok bank
tertentu. Di sini akan muncul polemik
dengan kebijakan dan atau hukum
persaingan usaha (UU No 5/1999) yang
sangat mewaspadai pemusatan
konsentrasi tersebut, karena berpotensi
menimbulkan berbagai pelanggaran
seperti diantaranya penyalahgunaan
posisi dominan.

Selain isu yang terkait dengan
struktur pasar, juga terdapat isu
persaingan usaha lain dalam industri
perbankan yang dapat teridentifikasi.
Beberapa isu tersebut antara lain
interaksi dan koordinasi yang sangat
kuat antar bank dalam menjalankan

kegiatan operasionalnya seperti

96

standardisasi penetapan suku bunga,
risk based pricing, struktur biaya,
kebijakan kerjasama termasuk juga
adalah program marketing dan promosi.
Sebagai bagian dari sistem perbankan,
maka interaksi dan koordinasi dalam
kegiatan operasional bank sebagai
pelaku usaha adalah suatu konsekwensi
yang wajar. Isu lain yang juga dapat
diduga terjadi dalam industri perbankan
adalah praktek jual ikat (zying-in) antara
berbagai produk dan jasa perbankan,
praktek integrasi baik vertikal maupun
horizontal dan juga terdapatnya bentuk
perjanjian eksklusif antara bank dengan
penyedia jasa keuangan lainnya.

Dalam artikel ini akan diberikan
gambaran umum iklim atau profil
persaingan usaha dalam industri
Perbankan Indonesia tahun 2000-2003.
Secara spesifik, gambaran dan profil
persaingan usaha tersebut akan
dituangkan berdasarkan pada konsep
Struktur-Perilaku dan Kinerja (SCP
Approach). Sedangkan untuk meng-
analisis struktur industri perbankan
dilihat nilai Concentration Ratio dan
Herfindahl Hirshcman Index (HHI)1.
Untuk mengukur pasar relevan, akan
digunakan metode kuantitatif dengan
tiga proxy pasar relevan yaitu pasar
kredit, pasar deposito dan pasar aset.
Sementara untuk analisis perilaku
menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menjabarkan berbagai strategi
bisnis yang dilakukan oleh bank dari
sudut pandang persaingan usaha sesuai
dengan UU No 5/1999.
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KONSEP PERSAINGAN USAHA
DALAM INDUSTRI PERBANKAN
Sudah menjadi kesepahaman umum
bahwa industri perbankan memiliki
karakteristik yang berbeda dibanding
industri lainnya. Dengan demikian,
berbeda dari kondisi industri pada
umumnya, persaingan yang terlalu ketat
(overcompetition)  dalam  industri
perbankan akan memaksa bank untuk
mengambil excessive risk (terutama
dalam persaingan untk pasar kredit dan
deposito). Hal tersebut dapat menjurus
kepada ketidakstabilan sistem keuangan
(Broecker 1990, Rhiordan 1993, Besanko
dan Thankor 1993). Hal tersebut sudah
diuji secara empiris oleh Matutes and
Vives (2000) dimana kesimpulannya
adalah persaingan yang ketat dalam
pasar deposit akan mengakibatkan
excessive risk taking oleh bank, walaupun
sudah terdapat mekanisme penjaminan
simpanan. Akibatnya adalah muncul
kesan bahwa terdapat trade off antara
kestabilan dan persaingan dalam
industri perbankan (Toolsema, 2004).
Namun demikian, kesan bahwa

terdapat trade off antara persaingan

! Untuk menghitung CR4 digunakan rumus:

N
CR4=YSi

i=1

dengan kestabilan dalam industri
perbankan juga mendapat pertanyaan
atau diragukan validitasnya. Diantara
beberapa akademisi yang memper-
tanyakan hal tersebut adalah Koskela
dan Stendbacka (2000) yang
menyimpulkan bahwa persaingan antar
bank akan menekan tingkat suku bunga
kredit, sehingga mengurangi probability
risk of default debitur yang pada akhirnya
akan menjamin kestabilan sistem
perbankan. Sedangkan Schardgrosky
dan Sturzenegger (2000) menunjukkan
bahwa pengaturan mengenai
pembatasan modal (capital requirement)
akan mendorong bank untuk
mengurangi diffrensiasi produk/jasa
(menjadi lebih homogen), sehingga
justru akan menimbulkan persaingan
yang lebih ketat.

Dalam implementasi untuk
industri perbankan, isu pertentangan
antara kebijakan yang pro stabilitas
melawan pro persaingan juga masih
belum terselesaikan. Pihak yang
mendukung kebijakan pro stabilitas
cenderung meinginkan adanya

pengaturan yang ketat (entry barrier),

Dimana Si adalah pangsa pasar empat pelaku usaha yang paling besar.

Sedangkan untuk menghitung HHI digunakan rumus:

HHI = Zn:Sﬁ

i=1

Dimana Si = 1,2,3....... N (pangsa pasar masing-masing bank).
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kebijakan yang mendorong merjer/
akuisisi serta adanya bank yang too big
to fail. Dampaknya adalah, adanya
keinginan agar industri perbankan
dapat  dikecualikan  atau  perlu
memperoleh pelakuan khusus dari
hukum persaingan usaha. Sementara
pihak yang lebih pro terhadap kebijakan
persaingan, menginginkan agar
terdapat minimum entry barrier serta
perlunya pengaturan persaingan yang
dapat mengurangi kemungkinan
timbulnya dominant position oleh suatu
atau sekelompok bank tertentu. Dalam
laporan sub working group tentang
Antitrust Enforcement in Regulated Sectors,
ICN merekomendasikan bahwa
kebijakan dan hukum persaingan usaha
harus bersifat general (umum) serta
lintas industri. Dengan demikian, indstri
perbankan masuk dalam jangkauan
wilayah hukum persaingan. Dalam
laporan yang sama pula, dianjurkan
kepada segenap otoritas persaingan
usaha yang merupakan anggota ICN
untuk tidak memberlakukan penge-
cualian khusus terhadap industri
perbankan (ICN, 2005).

Pro dan kontra mengenai isu trade
off antara persaingan dan kestabilan,
dapat dijelaskan secara umum melalui
dua mahzab teori besar dalam Industrial
Organization. Mahzab pertama disebut
Structure Conduct Performance (SCP)
dimana diyakini bahwa struktur pasar
akan mempengaruhi kinerja suatu
industri. Aliran ini didasarkan pada

asumsi bahwa Struktur pasar akan
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mempengaruhi perilaku dari perusaha-
an yang pada akhirnya akan
mempengaruhi kinerja perusahaan dan
industri secara agregat (Gilbert, 1984).
Dari sudut pandang persiangan usaha,
struktur pasar yang terkonsentrasi
cenderung berpotensi untuk menimbul-
kan berbagai perilaku persiangan usaha
yang tidak sehat dengan tujuan untuk
memaksimalkan profit. Perusahaan bisa
memaksimalkan profit (P>MC) karena
adanya market power, sesuatu yang lazim
terjadi untuk perusahaan dengan
pangsa pasar yang sangat dominan
(dominant position).

Mahzab teori alternatifnya adalah
Relative Efficiency (RE). Aliran ini meng-
counter asumsi SCP, dimana diyakini
bahwa efisiensi perusahan dapat
mengakibatkan marjin (kinerja) yang
tinggi, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan pangsa pasarnya.
Dengan demikian, struktur pasar tidak
selalu mempengaruhi kinerja (Gilbert,
1984). Aliran RE mengkhawatirkan
bahwa pengaturan yang terlalu ketat
terhadap struktur pasar (seperti yang
direkomendasikan aliran SCP) justru
akan mengurangi insentif perusahaan
untuk meningkatkan efisiensinya.

Beberapa riset empiris terkait
dengan mazhab SCP dan RE untuk
industri  perbankan menghasilkan
kesimpulan yang bervariasi. Untuk
wilayah USA, penelitian Gilbert (1984),
Berger dan Hanan (1992), Hannan and
Liang (1993) serta Hannan (1991)
memberikan dukungan  terhadap
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hipotesa SCP. Sementara dalam wilayah
yang sama, penelitian Calem dan
Carlino (1991) menolak hypotesa SCP
dalam industri perbankan Amerika.
Hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan
dari benua Eropa, dimana penelitian
Goldberg dan Rai (1996), Bikker dan
Groenveld (2000) serta Punt dan Van
Rooj (2001) menunjukkan hasil yang
mixed, antara hipotesis SCP maupun RE.

Struktur industri Perbankan Indonesia
Kebijakan pemerintah untuk menutup
16 bank ketika krisis ekonomi melanda
sejak 1998, telah mengubah secara
dramatis struktur industri perbankan
nasional. Bahkan, dari beberapa
kesempatan, BI jelas mengindikasikan
bahwa proses pemulihan/penguatan
industri per-bankan akan dilakukan
melalui merjer/akuisisi yang didorong
oleh BI. Pada akhir Januari 2005, Bank
Indonesia  menerbitkan  beberapa
peraturan yang dipandang oleh
beberapa kalangan sebagai upaya untuk
mendorong (baca: mempercepat) proses
konsolidasi perbankan). Pelonggaran
aspek BMPK terutama untuk
penempatan dana bank pada bank lain
(Pakjan 2005) adalah contoh kebijakan
yang dindikasikan untuk mendorong
proses konsolidasi tersebut. Diharapkan
dengan adanya dorongan tersebut,
kalangan perbankan agar segera
mempersiapkan diri, dengan demikian,
struktur  perbankan ideal versi
Arsiktektur Perbankan Indonesia (API)
akan segera terbentuk menjelang 2010
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nantinya.

Kalau dilihat berdasarkan
komposisi terakhir, struktur perbankan
kita didominasi oleh bank dengan
kategori fokus (sebanyak 81 bank)
dengan rentang modal antara 100 milyar
sampai 10 trilliun. Sementara bank
kategori nasional (dengan rentang
modal 10 triliun-50 triliun) hanya
sejumlah 3 buah dan bank yang masuk
kategori paling bawah yaitu bank
dengan kegiatan terbatas (modal di
bawah 100 milyar) berjumlah 52 bank.
Beberapa pengamat memperkirakan
bahwa upaya konsolidasi perbankan,
nantinya akan diarahkan untuk
memperkuat permodalan perbankan
sekaligus membentuk bank yang
berskala internasional (dengan modal >
50 triliun). Ditargetkan bahwa bank
skala internasional nantinya hanya
berjumlah dua atau tiga bank saja.

Tujuan berbagai kebijakan tersebut
adalah untuk menciptakan bank yang
kuat dan stabil (dari sudut pandang
permodalan maupun prudentiality serta
kinerja). Namun harus disadari bahwa
kebijakan untuk mendorong merjer/
akuisisi tersebut dari sisi persaingan
usaha akan dapat menimbulkan
berbagai permasalahan, terutama terkait
dengan potensi timbulnya posisi
dominan serta berbagai praktek
penyalahgunaanya.

Untuk lebih menjelaskan
hubungan antara jumlah bank dengan
konsentrasi pangsa pasar, dapat disimak
pada tabel 1.
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Tabel 1. Jumlah Bank di Beberapa Negara (Tahun 1993)

CR3 .
Negara Jumlah Bank (berdasarkan Popul:es; ll:::l?uduk
pangsa aset)
Amerika 10,971 13.30 23,508.00
Inggris 491 29.10 118,328.00
Prancis 425 63.60 135,365.00
Jerman 330 89.50 245,379.00
Belanda 176 59.00 86,585.00
Jepang 150 28.30 831,760.00

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dengan pengecualian Inggris dan
Jepang, jelas terlihat bahwa terdapat
hubungan negatif antara jumlah bank
dengan tingkat konsentrasi pangsa
pasar (diukur melalui rasio pangsa aset
untuk 3 bank terbesar atau CR3). Makin
sedikit jumlah bank, makin tinggi
tingkat konsentrasi pangsa asetnya. Hal
tersebut memang sejalan dengan
mahzab klasik Structure Conduct-
Performance. Secara empiris, hal tersebut
didukung oleh beberapa kajian seperti
studi oleh Neven & Roller (1999) dan
Brandt & Davis (2000) yang menemukan
bukti adanya market power dalam
industri perbankan di kawasan Eropa
(dimana jumlah bank cenderung sedikit
dengan tingkat konsentrasi yang relatif

tinggi). Hal tersebut juga didukung oleh
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penelitian Swank (1995) dan Suominen
(1994) yang membuktikan keberadaan
market power dalam industri perbankan
Belanda dan Finlandia. Sementara,
beberapa kajian tidak menemukan
adanya market power, seperti Shaffer
(1989) dan Zardkoobi & Frase (1998)
untuk industri perbankan di Amerika
Serikat (yang memiliki bank dalam
jumlah besar). Hasil yang serupa juga
diperoleh Shffer (1993) yang melakukan
penelitian di wilayah Kanada.

Selanjutnya adalah  kondisi
struktur industri perbankan Indonesia
berikut grafik CR4 dan HHI berdasarkan
tiga proxy pasar relevan (yaitu Aset,
Kredit dan deposito) dalam periode
2000-2003.
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Grafik 1
Konsentrasi Pangsa Deposit Perbankan Indonesia
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Grafik 2
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Grafik 3
Konsentrasi pangsa kredit perbankan Indonesia
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Berdasarkan rasio CR4 dan HHI,
terdapat indikasi penurunan konsen-
trasi untuk pasar deposit dan asset.
Sementara, untuk pasar kredit justru
terdapat indikasi terjadinya pening-
katan konsentrasi. Sebagai rule of thumb,
besaran CR4 yang dianggap moderat
dari konteks persaingan adalah < 75%
dengan tingkat HHI antara <1000.
Dengan demikian, berdasarkan CR4,
belum terdapat indikasi yang meng-
khawatirkan terhadap struktur industri
perbankan. Namun demikian, seperti
yang ditunjukkan oleh grafik HHI (yang
menggambarkan distribusi pangsa
pasar antar pelaku usaha), kondisi
struktur industri perbankan sudah
menunjukkan indikasi yang meng-
khawatirkan. Berbagai kebijakan yang
mendorong proses konsolidasi per-
bankan melalui merjer/akuisisi diyakini

akan mengurangi jumlah bank (sesuai

102

dengan keinginan BI) sehingga akan
lebih meningkatkan konsentrasi pangsa
pasar perbankan.

Kembali pada landasan konseptual
Industrial Organization, dalam kondisi
struktur yang terkonsentrasi (pada
sekelompok bank tertentu), maka sesuai
dengan hypotesa SCP, bank memiliki
market power (kemampuan menetapkan
harga diatas marginal cost). Estimasi
yang dilakukan oleh Neven dan Roller
(1999) dan De Bandt dan Davis (2000)
mengkonfirmasi keberadaan market
power yang dimiliki bank di kawasan
Eropa. Sementara kajian Zardkoobi dan
Fraser (1998) dan Fraser (1989) tidak
menemukan indikasi keberadaan market
power bank di wilayah Amerika dan
sekitarnya.

Dalam kondisi yang demikian,
diyakini bahwa bank akan cenderung

melakukan abuse dari posisinya yang
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dominant tersebut diantaranya melalui
kebijakan penetapan harga, entry barrier
serta berbagai praktek diskriminasi yang
semuanya dapat dikateorikan sebagai
praktek persaingan usaha tidak sehat
(berdasarkan UU No  5/1999).
Akibatnya adalah alokasi sumber daya
yang tidak efisien (secara agregat) serta
merugikan konsumen atau dalam hal ini
adalah sector riil karena harus
membayar suku bunga yang tidak

kompetitif.

ANALISIS STRATEGI BISNIS BANK
Kembali pada karaktersitik dasar
produk perbankan, maka diversifikasi
dan diffrensiasi produk serta jasa bank
merupakan cirri yang umum. Artinya
adalah, bank cenderung memilih untuk
melakukan diversifikasi dan diffrensiasi
produk dan jasa (arm’s length basis) yang
begitu tinggi. Strategi tersebut
cenderung  mempercepat  evolusi
perbankan menjadi financial supermarket,
dimana sebuah institusi keuangan
menyediakan berbagai macam produk
dan jasa yang sifatnya spesifik bahkan
cenderung tailored made. Praktek
diversifikasi dan diffrensiasi tersebut
cenderung mengarah kepada
peningkatan switching cost yang
dibebankan kepada konsumen. Intinya
adalah dengan menawarkan variasi
produk dan jasa, diharapkan demand
menjadi kurang elastis sekaligus
meningkatkan biaya bagi konsumen
untuk beralih ke bank lain (switching
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cost). Report dari International

Competition Network tahun 2005

medefinisikan beberapa bentuk

switching cost sebagai berikut:

1. Pengantian kartu kredit (berikut
nomor serta expiry date) yang harus
dikomunikasikan kepada mitra
usaha konsumen.

2.  Konsumen harus menginformasi-
kan kepada bank baru mengenai
bentuk dan jadwal pembayaran
terkait dengan tagihan-tagihan
rutin seperti listrik, air dan telepon.

3. Mengkomunikasikan account bank
yang baru kepada seluruh mitra
kerja konsumen.

Dengan menggunakan model Panzar-

Rose (PR), hasil kajian KPPU (2004)

menemukan indikasi bahwa industri

perbankan Indonesia cenderung bersifat
persaingan monopolistik. Artinya
adalah produk dan jasa bersifat
heterogen atau sangat terdiffrensiasi
yang nampaknya dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti asset serta modal
bank. Artinya adalah, bank dengan
modal terbatas dapat diduga memiliki
tingkat diffrensiasi yang lebih rendah
disbanding bank dengan modal yang
lebih besar. Hasil kajian KPPU tersebut
juga sejalan dengan beberapa kajian
empiris yang telah dilakukan dengan
model PR, seperti Shaffer (1982) di New

York, Vesalla (1995) di Finlandia,

Cocoresse (1998) di Italy, Rimme (1999)

di Swiss serta Bikker dan Groenveldt

(2000) di 15 negara anggota EU.
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Dalam kondisi persaingan
monopolistic tersebut, maka masing-
masing bank memiliki market power
dalam konteks tertentu. Dengan
demikian, merjer/akuisisi antara bank
yang memiliki produk dan jasa dengan
tingkat substitusi sangat dekat, dapat
membatasi pilihan konsumen, sehingga
to some extend dapat diketagorikan
sebagai kebijakan  yang  akan
mengurangi iklim persaingan atau
lessening the competition (ICN, 2005).

Masih terkait dengan isu per-
saingan monopolistis, beberapa bank
juga menempuh strategi diversifikasi
dengan menjual produk dan jasa seperti
jasa konsultansi, investment banking, cash
management, bancassurance, multifinance
dan berbagai produk dan jasa non bank
lainnya. Fenomena multifinance dan
bancassurance dapat dijadikan contoh,
dimana bank pada umumnya
melalukan inetgrasi dengan perusahaan
multifinance (misalnya Bank Danamon
dengan Adira multifinance, BCA
dengan BCA Finance), perusahaan
sekuritas (BNI dengan BNI Sekuritas,
Bank Mandiri dengan  Mandiri
Sekuritas) serta perusahaan asuransi
melalui produk bancassurance (misalnya
Bank Mandiri dengan AXA Insurance
yang membentuk usaha patungan AXA
Mandiri). Strategi integrasi tersebut
(terutama berbentuk bank dengan anak
perusahaan atau usaha patungan) kini
banyak ditempuh oleh bank di
Indonesia. Dengan integrasi tersebut,

bank dapat memanfaatkan strategi
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diversifikasi untuk menambah jumlah
nasabah sekaligus mendorong porsi fee
based income mereka.

Untuk beberapa bank bermodal
kecil, praktek diversifikasi dapat juga
dijumpai, walaupun pada tingkat yang
masih terbatas. Pada umumnya, untuk
bank kecil, praktek integrasi dilakukan
bukan melalui fungsi kepemilikan, tapi
melalui perjanjian kerjasama dengan
partner perusahaan pembiayaan
maupun asuransi.

Secara umum, praktek diversifikasi
produk dan jasa bank berpotensi untuk
merugikan konsumen bila praktek
tersebut masuk dalam kategori Tying
(jual ikat). Secara definisi, praktek tying
terjadi  bila bank mansyaratkan
pembelian produk dan jasa lain sebagai
bagian dari produk dan jasa utama.
Selain isu tying, integrasi antara bank
dengan perusahaan asuransi, pem-
biayaan serta sekuritas dapat di-
kategorikans ebagai integrasi yang
cenderung bersifat vertical (berbeda
pasar relevan). Hal tersebut berpotensi
menimbulkan berbagai praktek vertical
restraint (price dan non price) yang bersifat
diskriminatif dan eksklusif. Keduanya
dapat dikategorikan sebagai pe-
langgaran terhadap prinsip persaingan
usaha yang sehat. Salah satu cara untuk
meminimalkan dampak negative ter-
sebut, adalah dengan menerapkan
prinsip disclosure of information serta
peningkatan transparansi bank ter-
utama terkait dengan berbagai ke-

tentuan yang dikenakan kepada para
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konsumennya (ICN, 2005). Dengan
demikian, kepentingan konsumen dapat
lebih terlindungi.

Terkait dengan kebijakan pene-
tapan harga, seara konseptual, dalam
pasar persaingan monopolistic, tidak
terdapat insentif untuk melakukan
kesepakatan horizontal (antar bank).
Namun, untuk produk bank yang
homogen seperti kredit dan deposito,
potensi terjadinya kesepakatan untuk
menetapkan harga tetap signifikan.
Sampai saat ini, dengan masih
berlakunya program penjaminan dana
masyarakat oleh pemerintah (blanket
guarantee), maka sulit untuk melakukan
estimasi terhadap kesepakatan harga
antar bank tersebut. Hal tersebut
disebabkan karena terdapat dua
instrument yang dijadikan bank sebagai
benchmark dalam menetapkan suku
bunga, yaitu SBI dan suku bunga
penjaminan. Dengan adanya dua

indicator yang dijadikan benchmark oleh

hampir semua bank, maka otomatis
pergerakan suku bunga (baik kredit
mapun deposito) menjadi searah seiring
dengan pergerakan kedua variable
tersebut, sehingga dapat menimbulkan
kesan telah terjadi kesepakatan antar
bank dalam menetapkan suku bunga.
Disamping itu, adanya mekanisme
pertukaran informasi antar bank melalui
sistem pusat informasi pasar uang
(PIPU) vyang difasilitasi BI juga
berpotensi  untuk melanggengkan
praktek kesepakatan harga antar bank,
yang dapat saja dikategorikan sebagai
pelanggaran prinsip persaingan usaha
yang schat terutama dalam bentuk

kartel atau price fixing.

Kinerja Perbankan

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja
industri perbankan nasional secara rata-
rata, dapat dilihat dari matriks koefisien
korelasi antar beberapa variabel berikut:

Aset |Modal| CAR | NPL

PPAP | ROA | ROE | LDR | NIM

Aset 1

Modal 0.9815 1

CAR 0.3732 | 0.3454 1

NPL 0.0102 | 0.0165| (0.0054)| 1

PPAP | (0.0114)| (0.0097)] 0.0178 | (0.0686)

ROA | 00175 ] 0.0585] (0.0592)] 0.0546 | (02281)] 1

ROE | 0.1137] 01009 (0.0119)] (0.0510)] (0.0847)[ 07318 [ 1

LDR | (0.0381)] (0.0047)] (0.0147)] 0.6791 | (0.0128)] 0.0295 [ (0.0289)| 1

NIM | (0.1119) | (0.0994)] (0.0547)] (0.2664) | (0.0448)[ 0.4110 | 03272 | (0.0926)] 1
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Keterangan:
CAR = Capital Adequacy Ratio
NPL = Non Performing Loan

PPAP = Penyisihan dan Penghapusan Aktiva Produktif

ROA = Return on Aset

ROE = Return on Equity

LDR = Loan to Deposit Ratio

NIM = Net Interest Margin
Sumber: Kajian KPPU. 2004

Secara rata-rata, tidak ada
hubungan yang positif dan signifkan
antara size dengan berbagai variable
kinerja seperti ROA, ROE. Bahkan
terdapat hubungan yang negative antara
size dengan dua variable kinerja yaitu
LDR ( - 0.0381) dan NIM (-0.1119).
Indikasinya adalah bank dengan aset
besar cenderung memiliki LDR dan
NIM yang lebih kecil dibanding bank
yang memiliki asset kecil. Sementara
variable modal juga menunjukkan
korelasi yangnegatif terhadap LDR yaitu
—0.0047 dan NIM yaitu —0.0547. Sekali
lagi hal tersebut mengindikasikan
bahwa bank bermodal besar cenderung
memiliki LDR dan NIM yang lebih kecil
dibanding bank bermodal kecil. Dengan
demikian, secara umum, dapat dikatakan
bahwa tidak ada korelasi antara asset dan
modal dengan kinerja bank.

Sementara sesuai dengan teori,
berbagai ketentuan yang sifatnya
menjaga kestabilan seperti CAR dan
PPAP mempunyai hubungan yang
negatif dengan variabel kinerja seperti
LDR, NIM, ROA dan ROE. Indikasinya

adalah, makin besar ketentuan menge-
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nai CAR dan PPAP, maka makin besar
biaya yang harus ditanggung bank
(sehingga secara otomatis akan
mengurangi profitabilitas) sekaligus
cenderung  membatasi  kebijakan
ekspansi kredit bank.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berbagai kebijakan perbankan di
Indonesia cenderung mengarah kepada
restrukturisasi dan konsolidasi per-
bankan, diantaranya melalui merjer/
akuisisi. Kebijakan tersebut dapat
menimbulkan dampak negatif bagi
iklim persaingan usaha, terutama bila
ditinjau dari sudut struktur industri
perilaku serta kinerja bank.

Beberapa praktek bisnis bank
berpotensi untuk mengarah kepada
pelanggaran terhadap persaingan usaha
yang schat seperti abuse of dominant
position, perjanjian tertutup serta praktek
tying. Dibutuhkan pengawasan yang
ketat terhadap Dberbagai praktek
tersebut, untuk memastikan tidak terjadi
pelanggaran persaingan usaha sehat
sekaligus untuk melindungi kepen-

tingan konsumen.
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Dari perspektif kebijakan, secara
konseptual dan empiris, kebijakan yang
lebih bersifat penjagaan kestabilan akan
mengorbankan aspek efisiensi dan iklim
kompetisi, dan juga sebaliknya. Dalam
kondisi tersebut, sangat sulit untuk
memperoleh kedua tujuan sekaligus.
Tantangan untuk regulator dan policy
maker perbankan adalah bagaimana
menyeimbangkan antara dua
kepentingan tersebut. Penyeimbangan
dapat dilakukan dengan maksimasi
fungsi kestabilan sekaligus menekan
dampak negatif terhadap iklim
kompetisi atau memaksimalkan fungsi
persaingan antar bank sehingga dapat
meminimalkan dampak negatif
terhadap kestabilan dan kesehatan
perbankan. Oleh karena itu, Bank
Indonesia dituntut lebih proaktif dalam
menjaring aspirasi para stakeholder
sebelum menetapkan berbagai kebijakan

sektor perbankan.
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HUBUNGAN ANTARA PENILAIAN MANAJEMEN

KOMPLAIN JASA DENGAN TINGKAT
PEMANFAATAN JASA PERBANKAN

Wilfridus B. Elu
STIE Perbanas Jakarta

Dewi Anggraini
Alumni STIE Perbanas Jakarta

This article explains the costumer behaviour in adopting the complaint management by
paying attention to the customer perception of the nature or characteristics of complain
management system of BCA Bank known as ‘Halo BCA’. The population of this study
are of Perbanas School of Economics, Jakarta, who also become custumers of BCA Bank.
The survey was conducted on July 2002 by delivering a questionnaire to some 94
customers-students selected purposively by a snowballing approach. The research reveals
a moderate and positive relationship between the adoption of ‘Halo BCA’ and the perception
of the students-customers of the characteristics of ‘Halo BCA’ as a complaint management
system. The correlation between the two variables is 0.420 at a level significance of 99%.
But the study found that only 17.64% of the variation in the explained variable can be
explained by the explaning variable. The research findings entail further investigations
to better understand the explanation of the variation in customers-students’ behaviour in

adopting a complaint management system, e.g. by extending the number of independent

variables or by doing replicated studies in other settings. Meanwhile, the management of

BCA Bank may increase the attractiveness and effectiveness of its complaint management

system through the improvement of ‘Halo BCA’ in an integrative approach.

Keywords: Complaint; complaint management; adoption of complaint management system.

PENDAHULUAN

Pemasaran jasa telah meningkat dalam
kepentingannya seiring dengan
meningkatnya  persaingan  bisnis
dibidang jasa. Namun, daya saing pada
hampir semua sektor jasa telah sampai
pada tingkat perkembangan yang
mengkhawatirkan (Payne, 2000). Salah
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satu faktor yang paling berpengaruh
adalah perubahan gaya hidup masya-
rakat yang menjadi lebih dinamis dan
bergerak serba cepat serta lebih
menghargai waktu.

Produk-produk perbankan me-
miliki ciri-ciri jasa pada umumnya, yang

tanwujud. Demikian halnya, sebagian
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besar produk dan proses pelayanan
perbankan dialami dan dikonsumsi
ketika pelayanan berlangsung. Produk-
produk dan jasa perbankan yang
ditawarkan oleh berbagai bank bisa jadi
sama, tetapi perbedaan dapat ditun-
jukkan melalui cara yang diterapkan
oleh bank dalam melayani nasabah.
Dalam hal 1ini, keandalan sistem
pelayanan sering menjadi penentu
kepercayaan nasabah terhadap bank
dan produk-produknya.

Dunia perbankan menyadari
betapa pentingnya memperoleh dan
mempertahankan kepercayaan nasabah
bagi keberhasilan bisnis bank. Per-
bankan berlomba-lomba menunjukkan
sikap lebih menghargai nasabah dan
mengembangkan pelayanan  yang
unggul. Kepuasan nasabah semakin
diyakini  sebagai  kunci  sukses
pemasaran jasa bank. Oleh karena itu,
upaya kalangan perbankan untuk
memperoleh kepercayaan nasabah
diwarnai oleh fenomena persaingan
yang makin ketat dalam era kedaulatan
konsumen ini.

Seiring dengan semakin ketatnya
persaingan dalam sektor perbankan
menimbulkan pertanyaan tentang cara-
cara yang bisa memberikan kepuasan
yang sempurna bagi setiap nasabah.
Salah satu strategi yang tepat untuk
mengetahui kemampuan bank dalam
memuaskan nasabah adalah dengan
mengupayakan sistem umpan-balik
yang memungkinkan bank dapat

mengetahui langsung dari pelanggan itu
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sendiri, apakah mereka puas dengan

pelayanan-pelayanan bank dan harapan

mereka tentang bagaimana seharusnya
bank memberikan pelayanan yang
memuaskan menurut persepsi nasabah.

Konsep manajemen komplain

(complaint management) merupakan

sebuah sarana yang dapat digunakan

untuk membangun komunikasi dengan
pelanggan dan memperoleh umpan-
balik tentang tingkat kepuasan nasabah
terhadap pelayanan bank. Komplain
yang diajukan oleh pelanggan ini
kemudian akan ditindak-lanjuti dengan
perbaikan atau klarifikasi dari pihak
bank dengan sasarannya adalah
mengurangi kekecewaan nasabah dan
meningkatkan kepuasaan nasabah.
Salah satu wujud dari manajemen
komplain yang belakangan dipilih oleh
banyak perusahaan jasa yang besar
adalah penyediaan saluran telepon
khusus  bagi  pelanggan  untuk
berkomunikasi secara langsung dengan
pihak bank, dimana pelanggan bisa
memperoleh informasi dan/atau
menyampaikan keluhan (komplain).
Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa komplain berdampak strategis
terhadap perusahaan (Tjiptono,

2000:168), diantaranya adalah sebagai

berikut:

a.  Sekitar 96% pelanggan yang tidak
puas beralih ke perusahaan lain
dan 96% dari mereka tidak akan
pernah kembali lagi.

b. Setiap pelanggan yang tidak puas
menyampaikan

masalahnya
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kepada kurang-lebih 8-10 orang.

c. Dibutuhkan dua belas insiden
layanan positif untuk memperbaiki
satu insiden layanan negatif.

d. Tujuh dari sepuluh pelanggan
yang melakukan komplain
membeli produk/jasa perusahaan
lagi bila komplain terselesaikan
dengan baik.

e. Rata-rata setiap pelanggan yang
komplainnya terselesaikan dengan
baik akan menceritakan penga-
laman-nya kepada 5 orang lain.

f. Biaya menarik pelanggan baru
lebih mahal 6 kali lipat dibanding-
kan  biaya mempertahankan
pelanggan lama.

g. Survai mengenai penyebab
beralihnya pelanggan menunjuk-
kan bahwa sebanyak 68%
berhubungan dengan sikap “acuh
tak acuh” yang dialami, 14%
karena ketidakpuasan terhadap
produk, dan sisanya disebabkan
oleh faktor-faktor lain.

Pengembangan ‘Halo BCA’ dari Bank

Central Asia (Bank BCA) yang

mencakup juga konsep manajemen

komplain merupakan terobosan yang
strategis dalam mendekatkan
perusahaan dengan nasabah. “Halo

BCA’ mencerminkan komitmen dari

manajemen Bank BCA untuk merebut,

mempertahankan, dan memulihkan
kepercayaan masyarakat dan nasabah
dalam  kerangka penciptaan nilai
tambah yang memuaskan nasabah

secara kompetitif. Dari perspektif ini,
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Bank BCA merupakan salah satu bank
terdepan  dalam  pengembangkan
manajemen komplain di bandingkan
dengan bank-bank lain yang terhindar
dari likuidasi akibat krisis moneter 1998
dan dapat bertahan hidup hingga saat
ini.

‘Halo BCA’ adalah layanan melalui
telepon khusus selama 24 jam yang
menyediakan berbagai akses informasi,
menerima keluhan-keluhan nasabah
sekaligus memberikan saran-saran
untuk semua kesulitan nasabah yang
menyangkut berbagai layanan BCA.
Melalui ‘Halo BCA’ nasabah dapat
memperoleh dan/atau memberikan
informasi serta saran dan keluhan-
keluhan.

Layanan-layanan informasi umum
tentang  perbankan yang  dapat
dikomunikasikan melalui ‘Halo BCA’
meliputi (1) informasi tentang produk-
produk BCA; (2) informasi tentang
ATM, Debit, Tunai, Internet Banking, dan
Kartu Kredit BCA; (3) permintaan saran-
saran; dan (4) pemblokiran kartu ATM,
User ID untuk Internet Banking, Kartu
Kredit BCA (BCA Card, Visa,
Mastercard, JCB Card). Sedangkan
permasalahan-permasalahan atau
keluhan-keluhan yang dapat disalurkan
melalui ‘Halo BCA’ mencakup transaksi
dan layanan terkait dengan kartu ATM,
Debit, Tunai, Internet Banking, dan kartu
kredit. Dengan kata lain, “Halo BCA’
merupakan alternatif bagi pihak Bank
dan nasabah Bank BCA dalam

menanggulangi ketidakpuasan nasabah.
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Informasi yang diperoleh pada
saat prasurvei’ menunjukkan bahwa
‘Halo BCA’ merupakan salah satu unit
yang paling sibuk. ‘Halo BCA’ bekerja
tanpa henti, 24 jam sehari dan 7 hari
seminggu, melayani begitu banyak
nasabah dengan berbagai karakter dan
keluhan. Orang-orang yang bertugas di
‘Halo BCA’ dituntut agar memahami
dengan baik semua hal yang
berhubungan dengan BCA, terutama
semua produk, pelayanan, dan prosedur
yang dijalankan. Belakangan ini
pertanyaan yang paling sering diajukan
oleh nasabah berkaitan ‘klikbca’ yang
baru dioperasikan.

Langkah yang diambil oleh Bank
BCA tersebut menarik untuk diamati
implementasinya. Bagaimana sebenar-
nya sebuah komplain yang diajukan
oleh seorang nasabah diproses dan
dicarikan jalan keluarnya. Masalah lain
yang penting untuk diamati adalah
tingkat pengenalan, persepsi, dan
adopsi para nasabah atas ‘Halo BCA’.
Dengan cara kerja yang sedemikian rupa
apakah ‘Halo BCA’ sebagai suatu
manajemen komplain sudah
menjalankan fungsinya dengan baik
untuk memberikan kepuasan bagi
nasabah.

Penelusuran melalui situs http://
www.kompas.com, khususnya rubrik
Surat Pembaca, memberikan gambaran

bahwa selama periode 2000-2001
terdapat beberapa surat yang berkaitan
ketidak-puasan nasabah sehubungan
dengan pelayanan yang diberikan oleh
‘Halo BCA’. Pihak ‘Halo BCA’ sendiri
juga menggunakan media yang sama
beberapa kali untuk memberikan solusi
atas komplain dari nasabah. Fakta ini
memperlihatkan bahwa ketidakpuasan
nasabah BCA tetap saja ada yang
disalurkan melalui media lain di luar
‘Halo BCA’ yang secara khusus
disediakan untuk menangani komplain.
Komplain dari nasabah yang
diungkapkan secara terbuka kepada
publik melalui media massa ini dapat
berdampak luas terhadap citra dan
kredibilitas yang hendak dibangun oleh
Bank BCA.

Timbul pertanyaan, mengapa
masih ada nasabah yang melakukan
komplain melalui media massa dan
tidak memanfaatkan ‘Halo BCA’ yang
sudah disediakan oleh manajemen Bank
BCA? Upaya menjelaskan tingkat
pemanfaatan ‘Halo BCA’ oleh nasabah
dalam melakukan pengaduan lalu
diteliti hubungannya dengan meng-
analisis pendapat atau penilaian
nasabah atas kemampuan ‘Halo BCA’
sebagai suatu manajemen pengaduan
yang efektif. Secara khusus, fenomena
ini menarik untuk dikaji pada kalangan

muda yang menurut Lovelock (2000:166;

Informasi ini diperoleh dalam wawancara dengan salah satu staf Biro Humas di Kantor Pusat Bank

BCA, J1. Jenderal Sudirman pada Selasa, 22 Mei 2001. Prasurvei dilakukan untuk memperoleh gambaran
yang lebih menyeluruh mengenai ‘Halo BCA’ sebagai suatu unit yang berhubungan secara langsung

dengan nasabah.
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Lovelock & Wright, 2002:122) memiliki
kecenderungan yang lebih tinggi untuk
melakukan komplain. Dalam artikel ini
akan  dibahas hubungan antara
penilaian nasabah tentang ‘Halo BCA’
sebagai manajemen pengaduan dan
tingkat pemanfaatannya oleh nasabah
Bank BCA?”

Pengaduan atau Komplain Dari
Pelanggan

Komplain (complaint) adalah sebuah
kata yang sering berkonotasi negatif
bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan
maupun bagi konsumen. Komplain
pada umumnya dipersepsikan sebagai
kesalahan, masalah, stres, frustasi,
kemarahan, konflik, hukuman,
tuntutan, ganti rugi, dan sejenisnya. Bagi
kebanyakan konsumen istilah komplain
ini dipersepsikan cenderung ofensif,
kurang pada tempatnya, dan
‘memalukan’ terutama jika nilai moneter
yang terkandung relatif kecil.
Perusahaan menggantinya dengan
istilah saran, umpan-balik, masukan,
komentar, dan berbagai istilah lain yang
berkonotasi positif.

Komplain merupakan bagian dari
proses purnabeli. Prosesnya berawal
ketika konsumen merasakan ketidak-
puasan setelah menerima pelayanan
atau melakukan transaksi. Ketidak-
puasan ini bisa bermula dari masalah
uang yang sudah dikeluarkan sampai
masalah psikologis seperti kekha-
watiran. Respons pelanggan secara

emosional terhadap ketidakpuasan ini
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pada beberapa kasus dapat mendorong
pelanggan untuk melakukan komplain.

Akan tetapi, secara keseluruhan
terdapat empat jenis tindakan utama
yang ditempuh oleh konsumen dalam
menanggapi kegagalan pelayanan, yaitu
(1) tidak melakukan apa-apa; (2)
melakukan komplain keperusahaan
yang bersangkutan; (3) melakukan
pengaduan melalui pihak ketiga seperti
lembaga perlindungan konsumen,
badan pemerintah yang terkait dengan
bisnis yang bersangkutan, atau
menempuh jalur hokum; serta (4)
berpindah ke penjual lain dan
mempengaruhi orang-orang lain agar
tidak membeli dari perusahaan yang
mennegewakan dirinya melalui cerita
dari mulut ke mulut (Lovelcok & Wright,
2002:120-121).

Lovelock & Wright (2002:120)
merumuskan komplain sebagai suatu
pernyataan formal yang dibuat oleh
nasabah kepada pihak tertentu dalam
organsiasi produsen tentang ketidak-
puasan atas salah satu unsur pelayanan
yang dialami. Ketidak-puasan ini
berhubungan dengan kegagalan
pelayanan, yaitu persepsi pelanggan
tentang ketidak-mampuan aspek-aspek
tertentu  dari  pelayanan  untuk
memenuhi  harapan-harapan  dari
pelanggan.

Konsumen ingin memperoleh
keadilan (justice and fairness). Tax &
Brown mengemukakan tiga jenis
keadilan, yaitu (1) outcome fairness

berupa hasil atau kompensasi yang
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setimpal dengan ketidak-puasan yang
dialami; (2) procedural fairness berupa
proses penanganan komplain dan
pemecahan masalah yang jelas, tepat
waktu, dan  prosedurnya  tidak
mengecewakan; serta (3) interaction
fairness berupa perlakuan yang sopan
dan menunjukkan kepedulian dan
kejujuran.

Komplain pada dasarnya ber-
hubungan dengan tiga sumber utama,
yakni (1) 40% masalah disebabkan oleh
perusahaan, seperti kualitas produk
rendah, komunikasi atau informasi yang
tidak akurat dan berlebihan, harga yang
terlalu mahal, dan lain-lain; (2) 20%
masalah disebabkan karyawan,
misalnya sikap dan perilaku kasar dan
tidak sopan; dan (3) sisanya 40% berasal
dari pelanggan itu sendiri, misalnya
tidak teliti membaca instruksi atau
petunjuk yang diberikan, ekspektasi
yang berlebihan, dan lain-lain (Tjiptono,
2000:168).

Komplain pelanggan dikate-
gorikan menjadi dua tipe (Tjiptono,
2000:169), yaitu instrumental complaints
dan non-instrumental complaints.
Instrumental complaints merupakan
komplain yang diungkapkan dengan
tujuan mengubah situasi atau keadaan
yang tidak diinginkan. Komplain jenis
ini biasanya langsung diajukan pada
perusahaan yang bersangkutan dan
berharap perusahaan memperbaiki
situasi. Sedangkan non-instrumental
complaints merupakan komplain yang
dilontarkan tanpa ekspektasi khusus
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bahwa situasi yang tidak diinginkan
akan berubah. Pada tipe terakhir ini
tercakup juga instrumental complaint
yang disampaikan kepada pihak ketiga.

Komplain harus ditindak-lanjuti
dengan cepat dan dicarikan jalan keluar
yang efektif. Hal ini berguna untuk
mencegah timbulnya masalah yang jauh
lebih besar dan pada akhirnya akan
menyebabkan perusahaan kehilangan
pelanggan. Telah diungkapkan, hampir
semua pembeli yang tidak puas
cenderung beralih ke perusahaan lain
jika tersedia alternatif lain, dan
menceritakan ketidak-puasaannya
kepada beberapa orang. Diperkirakan
rata-rata perusahaan kehilangan 20%
pelanggan setiap tahunnya dan hampir
semuanya disebabkan oleh ketidak-
puasan.

Penelitian menunjukkan, pe-
langgan denga